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ABSTRAK 

 

(A) Nama  : Surya Candra Pratiwi N. (205170015) 

(B) Judul Skripsi : Kebijakan Kriminalisasi Tanaman Kratom Sebagai 

Narkotika Golongan I 

(C) Halaman  : xii + 96 + 2021 

(D) Kata Kunci : Kratom, BNN, Kemenkes 

(E) Isi Abstrak : 

Tantangan dalam menanggulangi narkotika semakin besar ketika dalam 

perkembangannya bermunculan jenis baru hasil sintetis atau dikenal dengan 

sebutan New Psychoactive Substances (NPS). BNN RI telah mencatat 

sebanyak 76 (tujuh puluh enam) jenis NPS salah satunya Kratom atau yang 

memiliki nama ilmiah Mitragyna Speciosa yang dipercayai sebagai tanaman 

obat tradisional untuk menyembuhkan batuk, diare, diabetes, pereda rasa 

sakit, anti inflamasi. Kratom dapat dijumpai di Asia Tenggara salah satunya 

tumbuh di tanah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang memiliki kandungan 

alkaloid mitragynine dan 7-hydroxymitragynine selain itu kratom dinilai 13 

(tiga belas) kali lebih berbahaya dari morfin karena itu United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC) telah memasukan kratom ke dalam NPS 

begitu juga dengan BNN RI. Lain hal dengan Kemenkes yang belum 

mengatur Kratom di dalam Lampiran UU Narkotika. Dengan demikian terjadi 

ketidakpastian mengenai legalitas kratom. Dalam penelitian hukum ini 

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum secara empiris. 

(F) Acuan  : 48 (1968 – 2019) 

(G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H 

(H) Peneliti  : Surya Candra Pratiwi N. 
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